Konten Buatan Pengguna .

(UGC), Siapa yang Harus
Bertanggung Jawab?

Perkembangan industri platform digital
berbasis user generated content (UGC)
seperti medial sosial dan market place,
telah membawa banyak keuntungan
bagi masyarakat Indonesia. Namun,
usaha pemerintah meregulasi platform
jenis ini untuk menghindari konten yang
dilarang, menuai banyak kritik, mulai
dari definisi yang rancu dan tanggung
jawab penyedia platform.

Mekanisme UGC

Pengguna membuat konten
& mengunggahnya di

User/Pengguna

>

Jenis konten: teks,
video, & produk.
Jenis konten: Opini
& produk jualan

<, Platform/Penyelenggara
Sistem Elektronik
Lingkup Privat (PSE)
media sosial, aplikasi

pesan, & market place'ﬁ

Jenis:

Regulasi User Generated Content
di Indonesia, Ambiguitas &
Dampaknya

Untuk memastikan konten
pada platform UGC aman,
pemerintah mengaturnya
lewat Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika
RI No.5 Tahun 2020 tentang
Penyelenggara Sistem
Elektronik Lingkup Privat

Pada Peraturan tersebut secara tidak langsung
mengakui prinsip bahwa UGC secara etis dan legal

Fakta UGC & Dampak ke
Perekonomian

@ Indonesia memiliki 160 juta pengguna
media sosial di mana 95% adalah
pengguna aktif.

@ Indonesia mempunyai 4,5 juta pedagang
aktif pada platform e-commerce berbasis
UGC.

@ 140 juta transaksi pada platform
e-commerce pada bulan Agustus 2020.

Sumber: Hootsuite & We Are Social, 2020 ; Tempo, 2020

Dampak ke Penyelenggara Sistem
Elektronik Lingkup Privat (PSE)

Peran & Tanggung Jawab PSE:
§;

i

Namun, isi dari beberapa pasal membingungkan
penyelenggara & memberatkan bagi PSE yang
tergolong perusahaan kecil dengan SDM terbatas.

Bertanggung jawab menyaring dan memonitor.

Menurunkan konten yang melanggar ketentuan
antara 4 - 24 jam tergantung bentuk konten.

Jika tidak, ada sanksi berlaku berupa:
® pemblokiran platform
® Denda

Namun, ada juga konten yang
dilarang seperti pornografi,
perjudian, judi online, dll.

430.000 laporan tentang konten
terlarang

Sumber: Kominfo, 2020

Dalam peraturan, PSE dapat
dibebaskan dari tanggung jawab
hukum mengenai konten yang dilarang
yang dimuat atau didistribusikan
melalui platform mereka apabila

® Memiliki tata kelola konten

® Memiliki sarana pelaporan

@ Memberikan informasi tentang
pengguna yang mengunggah konten
yang dilarang

® Memutus akses terhadap konten

dimiliki oleh pembuat konten yang bersangkutan.

yang dilarang

Masalahnya, definisi Ambiguitas
Konten yang Dilarang berdampak
kurang jelas Masyarakat

(Pasal 9 Ayat 4)

“melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan, meresahkan
masyarakat dan mengganggu ketertiban
umum; dan memberitahukan cara atau
menyediakan akses terhadap Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang dilarang”
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Koregulasi/Pengaturan Bersama
Pemerintah-Swasta sebagai Solusi

® Pemerintah dapat menetapkan kebijakan umum untuk konten
tertentu dan swasta dapat merumuskan kode etik yang lebih
terperinci tentang jenis konten apa yang dapat diterima di
platform mereka.

Manfaat dari koregulasi ini juga
meningkatkan transparansi, kualitas, dan
efektivitas regulasi karena para aktor terkait
terlibat langsung dalam perumusan kebijakan

Koregulasi memungkinkan pemerintah untuk
mengeksplor berbagai peraturan yang tidak
hanya efektif dan fleksibel pada
perkembangan digital, namun juga
memastikan adanya kebebasan
mengutarakan pendapat dan perlindungan
pada platform berbasis UGC.
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Selengkapnya di Ringkasan Kebijakan “Siapa yang Bertanggung Jawab
atas User-Generated Content pada Platform Digital di Indone:
dan unduh dengan pindai kode gr atau kunjungi cutt
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® Masyarakat Indonesia memiliki interpretasi
berbeda-beda terkait konten yang dilarang

ini juga
ke

@ Pengendalian yang berlebihan dapat mengancam
kebebasan dan demokrasi di Indonesia

Status kebebasan berpendapat,
berekspresi, & berkumpul:

® 29% masyarakat takut untuk mengkritik pemerintah

@ 36,2% masyarakat takut untuk mengekspresikan
opini mereka di ranah Internet

Sumber: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2020

Salah satu Koregulasi dalam UGC dilakukan oleh Inggris

Pemerintah Inggris berencana untuk bekerja dengan pelaku
industri dan masyarakat sipil untuk menangani konten yang
diklasifikasikan berbahaya dalam Online Harms White Paper.

Peraturan akan fokus untuk
memprioritaskan tindakan penanganan
konten berbahaya jika dianggap sebagai
ancaman luar biasa atau menyebabkan
kerugian besar.

Bukti yang dikumpulkan dari semua
pihak akan digunakan untuk
merumuskan rekomendasi yang
mempertimbangkan sumber dan
tingkatan risiko konten yang berbahaya,
serta teknologi yang tersedia bagi
perusahaan dalam menghadapi konten
tersebut.

www.cips-indonesie.org
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